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Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan dikatakan bahwa pesawat
terbang dan helikopter yang mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani
hipotek sedangkan ketentuan pembebanan hipotek diatur Iebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan amanah itulah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan
menyusun konsep dan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotek Pesawat Udara yang
oleh penulis coba melakukan analisis apakah rancangan undang-undang tersebut sudah memenuhi
kebutuhan masyarakat industri penerbangan. Penulis selain membahas hipotek yang merupakan pokok
kajian dalam tesisini juga membahas penggolongan pesawat udara terutama terkait dengan belum jelasnya
penggolongan benda sesuai KUHPerdata dari perspektif pesawat udaraitu sendiri, belum tersedianya
lembaga jaminan dan belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksana.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis
normatif dan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Dewasa ini praktek pembebanan
pesawat udara oleh pihak-pihak terkait ada yang melakukan dengan jaminan fidusia dan hipotek. Hal ini
dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 1992 tidak tegas tetapi mengambangkan dengan cara
mempergunakan perkataan "dapat dibebani hipotek” sebagaimana yang ditemukan pada Pasal 12 ayat (1)
dan penjelasan yang memungkinkan pembebanan pesawat udara dengan hak jaminan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Dari analisis yang dilakukan terhadap substansi Rancangan Undang-Undang tentang Hipotek Pesawat Udara
yang terdiri dari 8 BAB dan 29 Pasal, menurut hemat penulis sudah memenuhi kebutuhan masyarakat
industri penerbangan. Namun demikian terhadap lembaga yang berwenang menetapkan pendaftaran hipotek
yang diatur pada Pasal 10 Rancangan Undang-Undang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,
menurut hemat penulis perlu dibentuk suatu badan atau lembaga yang bersifat independen seperti hainya
Badan Pertanahan Nasional pada lembaga jaminan hak tanggungan. Demikian juga perlunya ditetapkan
penggolongan hak kebendaan terhadap pesawat udara dalam Rancangan Undang-undang agar |lembaga
jaminan hipotek sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang
Penerbangan memiliki dasar hukum perundangundangan seperti halnya kapal laut yang mempunyai bobot
mati 20 M3 digolongkan sebagai benda tidak bergerak dalam Kitab Undang-Undang Dagang. Akhirnya,
sebagai konsep awai Rancangan Undang-Undang ini sudah balk secara keseluruhan namun masih
memeriukan penjelasan yang lebih konkrit, pembahasan yang |ebih mendalam sehingga nantinya
memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana yang ditunggu tunggu masyarakat industri penerbangan.
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